
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

  Mahkamah Konstitusi di berbagai negara memiliki kewenangan yang 

berbeda-beda tergantung dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-

masing negara. Adapun ketentuan mengenai pembentukan MK di Indonesia diatur 

dalam Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan empat kewenangan dan satu 

kewajiban bagi MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

a) menguji UU terhadap UUD; 

b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD; 

c) memutus pembubaran partai politik; 

d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 

e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran 

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

  Tidak adanya mekanisme constitutional complaint di Indonesia akan 

mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis 

karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan 

perlakuan dari penguasa yang diindikasi melanggar hak asasinya yang telah 

dijamin oleh UUD 1945. 



 Mekanisme constitutional complain sangatlah  penting dimuat dalam 

kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ini merupakan manifestasi untuk 

mengatasi problem ketidakadilan yang dialami oleh warga negara akibat 

kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti luas yaitu eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif. 

  Perkembangan constitutional complaint di Jerman dan Korea Selatan telah 

memberikan gambaran bahwa constitutional complaint merupakan hak petisi yang 

dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan mendalilkan bahwa hak 

konstitutional yang dijamin dalam konstitusi telah dilanggar oleh produk-produk 

hukum yang di keluarkan oleh lembaga publik maupun putusan peradilan umum. 

Di sisi lain dalam tataran praktik ketatanegaraan, mekanisme constitutional 

complaint dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggugat putusan 

peradilan, yang dianggap melanggar hak konstitutional warga negara. 

 Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga negara yang diatur dalam 

UUD 1945 dan UU MK secara prinsip diposisikan sebagai pengawal konstitusi 

(the guardian of constitution), penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of 

constitution), pengawal demokrasi (the guardian of democracy), pelindung hak-

hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights), 

dan pelindung hak-hak asasi manusia (the protector of human rights). Sehingga, 

sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, maka MK dalam 

konteks perlindungan sekaligus penegakan hukum harus memiliki kewenangan 

untuk menyelesaikan constitutional complaint, dengan tujuan untuk melindungi 

hak-hak warga negara yang telah dirugikan hak konstitusionalnya. 



 Kewenangan terkait dengan constitutional complaint ini adalah merupakan 

bagian dari perluasan kewenangan MK yang tentu akan berimplikasi terhadap 

perubahan UU MK. Constitutional complaint berpotensi untuk menjadi 

kewenangan dari MK di Indonesia. Hal ini dilandaskan pada Pasal 24C UUD 

1945 yang memberikan kewenangan MK untuk melakukan uji konstitusionalitas 

hanya pada UU saja. Adapun, kebutuhan untuk melakukan uji terhadap keputusan 

atau kebijakan pemerintah lainnya yang besifat abstrak dan umum masih belum 

dimungkinkan. Namun, menambahkan kewenangan constitutional complaint ini 

mengharuskan adanya amandemen UUD 1945 karena kewenangannya diberikan 

oleh UUD 1945. 

Sebelum terlalu jauh diadopsi dan diatur dalam konstitusi maupun undang-

undang, maka penerapnnya dapat pula diatur melalui jalur yurisprudensi. Hal ini 

tentunya sejalan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi yang tidak saja sebagai 

penafsir konstitusi akan tetapi sekaligus sebagai pengawal konstitusi dan 

pelindung hak-hak warga negara. 

  Pada akhirnya, melalui mekanisme constitutional complaint, tidak akan 

ada lagi kebijakan pemerintah (otoritas publik) maupun peradilan yang dapat 

terbebas dari kewajibannya mewujudkan cita-cita konstitusi dan demokrasi. 

Sehingga  Constitutional complaint memberikan ruang bagi setiap warga negara 

untuk mengawasi secara maksimal tindakan pemerintah maupun lembaga 

peradilan yang di duga melanggar hak konstitutional yang telah dijamin oleh 

konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. 

 



5.2. SARAN 

  Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum 

melalui proses hukum, termasuk penegakan hak konstitusional warga negara yang 

dilindungi oleh UUD 1945.  

  Bagi para peneliti dan akademisi,  Pilihan hukum untuk mempertegas dan 

memasukkan mekanisme constitutional complaint dalam sistem hukum Indonesia 

dapat dilakukan dengan melakukan Amandemen UUD 1945 dan revisi UU MK 

untuk menjaga agar persyaratan konstitusional dipenuhi dengan benar oleh 

instansi pemerintah terkait. Maka perlu dilakukan penelitian hukum lebih lanjut 

untuk menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari praktik constitutional 

complaint di sejumlah negara dan untuk para pembuat kebijakan, perlu 

diwacanakan kembali lebih serius  untuk memasukkan mekanisme constitutional 

complaint  dalam amandemen UUD 1945 hal ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi warga negara yang merasa hak konstitusional-nya di 

rugikan oleh tindakan pejabat publik.   
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